
 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
 NOMOR 11 TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  

 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
17 Tahun 2024, berdasarkan hasil pengendalian dan 
evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu 
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan  dalam 

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6056); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2024, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340; 
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11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2023 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 
  Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD 

Tahun 2025 adalah perubahan dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode tahun 2025. 

 

Pasal 2 
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai 

penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 
RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 (satu) 
tahun berjalan. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam 

menyusun perubahan rencana kerja Perangkat 
Daerah tahun 2025; 

b. menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Daerah dalam mendukung capaian target dan 
sasaran pembangunan Daerah; dan 

c. menjadi dasar penyusunan kebijakan umum 
perubahan  anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah Tahun 2025,  serta sebagai landasan 

penyusunan perubahan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah Tahun 2025. 
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Pasal 3 
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dalam 

dokumen dengan sistematika sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 
b. evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 triwulan I; 

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah 

Tahun 2025; 

e. rencana kerja pendanaan Daerah Perubahan 
RKPD Tahun 2025; 

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
g. penutup. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
dan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 

2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 

Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 

  Ditetapkan di  Makassar 
pada tanggal 15 juli 2025 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 

 
 
 

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 
 
 

 
 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 15 juli 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 
 
 

JUFRI RAHMAN 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 11 
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BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 

Kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2025 memuat asumsi 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dimana pendapatan daerah tahun 

2025 pada Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp.10.402.363.041.754,00 

yang bersumber dari PAD sebesar Rp.5.572.867.004.754,00 dan pendapatan 

transfer sebesar Rp.4.822.137.793.000,00,  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah sebesar Rp.7.358.244.000,00, Pendapatan daerah tersebut akan digunakan 

untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana 

belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025, dengan jumlah belanja 

sebesar  Rp. 10.334.427.358.364,60  

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 disusun  berdasarkan 

prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money 

follow program priority, memperhatikan visi dan misi kepala daerah 2025-2029 

serta prioritas pembangunan  daerah  dalam rangka pencapaian target sasaran 

pembangunan tahun 2025, yang dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, 

transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD  tahun 2025  

antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib 

dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan 

urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait 

pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta 

membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan 

Sulawesi Selatan Tahun 2025. 

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja 

Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut: 
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Tabel. V. 1  
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 

NO. URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 TARGET PERUBAHAN 2025 

1 2 3 4 5 

I PENDAPATAN DAERAH 9,368,446,646,987.00 9.740.758.860.954,00 10.402.363.041.754,00 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 4.813.602.612.929,31 4.834.511.401.954,00 5.572.867.004.754,00 

1.1.1 Pajak Daerah 4.075.829.305.531,31 4.164.485.496.517,00 4.573.749.779.517,00 

1.1.2 Retribusi Daerah 298.132.735.819,00 307.051.041.976,00 339.995.717.036,00 

1.1.3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan 

137.026.747.150,00 137.925.289.386,00 144.943.634.515,00  

1.1.4 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah 

302.613.824.429,00 225.049.574.075,00 514.177.873.686,00 

1.2 Pendapatan Transfer 4.545.043.968.000,00 4.897.425.615.000,00 4.822.137.793.000,00 

1.2.1 Dana Perimbangan 4.545.043.968.000,00 4.897.425.615.000,00 4.822.137.793.000,00 

1.2.2 Dana Transfer Umum 2.981.548.418.000,00 3.251.562.749.000,00 3.226.501.747.000,00 

1.2.2.1 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 

269.084.641.000,00 306.507.794.000,00 306.507.794.000,00 

1.2.2.2 Dana Alokasi Umum 2.945.054.955.000,00 2.945.054.955.000,00 2.919.993.953.000,00 

1.2.3 Dana Transfer Khusus 1.563.495.550.000,00 1.615.289.473.000,000 1.528.312.653.000,00 

1.2.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 335.138.944.000,00 386.932.867.000,00 299.956.047.000,00 

1.2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.228.356.606.000,00 1,228,356,606,000.00 1,228,356,606,000.00 

1.2.3.3 Dana Insentif Fiskal  30.573.393.000,00 30.573.393.000,00 

1.2.3.4 
Pendapatan Transfer Antar 
Daerah 

  36.750.000.000,00 

1.3 
Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah 

9.800.066.800,00 8.821.844.000,00 7.358.244.000,00 

1.3.1 Hibah 9.800.066.800,00 8.821.844.000,00 7.358.244.000,00 

II BELANJA DAERAH 9.204.446.647.729,31 9.671.516.149.211,00 10.334.427.358.364,60 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 
 

 
 

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 3 

NO. URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 TARGET PERUBAHAN 2025 

1 2 3 4 5 

2.1 Belanja Operasi  5.859.276.360.124,66  5.904.187.280.002,03 6.392.300.882.174,69 

2.1.1 Belanja Pegawai 3.837.694.903.669,63 3.766.041.055.782,03  4.047.753.713.614,69 

2.1.2 Belanja Barang & Jasa 1.919.732.681.455,03 1.872.883.181.280,00  2.077.137.844.505,00 

2.1.3 Belanja Bunga - -  -    

2.1.4 Belanja Subsidi 10.000.000.000,00 56.724.653.800,00  56.047.993.800,00  

2.1.5 Belanja Hibah 88.698.775.000,00 207.713.989.140,00  208.586.930.255,0 

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 3.150.000.000,00 824.400.000,00  2.774.400.000,00  

2.2 Belanja Modal 1.166.065.418.891,60 1.395.905.109.482,00 1.519.160.190.389,50 

2.2.1 Belanja Modal 1.166.065.418.891,60 1.395.905.109.482,00 1.519.160.190.389,50 

2.3 Belanja Tidak Terduga 160.000.000.000,00 49.500.000.000,00 49.500.000.000,00 

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 160.000.000.000,00 49.500.000.000,00 49.500.000.000,00 

2.4. Belanja Transfer 2.019.104.868.713,05 2.321.923.759.726,97 2.373.466.285.800,38 

2.4.1 
Belanja Bagi Hasil kpd 
Provinsi/Kab./Kota dan 
Pemdes 

1.701.641.321.713,05 1.960.685.967.677,97  1.975.685.967.677,97   

2.4.2 
Belanja Bantuan Keuangan kpd 
Provinsi/Kab./Kota dan 
Pemdes 

317.463.547.000,00 361.237.792.049,00 397.780.318.122,41 

III PEMBIAYAAN DAERAH    

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0 5.980.035.462,00 83.064.316.610,57 

 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya (Silpa) 

0 5.980.035.462,00 83.064.316.610,57 

     

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 134.000.000.000,00 136.000.000.000,00 151.000.000.000,00 
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NO. URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 TARGET PERUBAHAN 2025 

1 2 3 4 5 

3.2.1 
Pembayaran Cicilan Pokok 
Utang Yang Jatuh Tempo 

134.000.000.000,00 134.000.000.000,00 134.000.000.000,00 

3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 30.000.000.000,00 2.000.000.000,00- 17.000.000.000,00 

 Pembiayaan Netto (164.000.000.000,00) (130.019.964.538,00) (67.935.683.389,43) 

     
            Sumber :  BKAD dan Bapenda  Provinsi Sulsel Tahun 2025 
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5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 
2025 

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah 

melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan 

ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah untuk Perubahan tahun 2025, Perumusan 

program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 

terdiri dari 8 (Lima) Prioritas Pembangunan yaitu: 

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang  

berbasis akhlak dan kompetensi, dengan Sasaran Prioritas yaitu:    

a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara merata; dan 

b. Meningkatnya Kualitas  Pendidikan Untuk Semua secara Merata dan 

Inklusif. 

2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan 

lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan 

peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan  

kelompok marjinal” dengan sasaran prioritas yaitu: 

a. Meningkatnya Kualitas Demokrasi; 

b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan; 

dan 

c. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender. 

3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung 

pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau 

dan ekonomi biru, dengan sasaran prioritas yaitu Meningkatnya 

produktivitas ekonomi dan Swasembada pangan; 

4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya 

saing, dengan sasaran prioritas yaitu: 

a. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global; dan 

b. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah. 

5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi 

masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan 

ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan 

kemiskinan, dengan sasaran prioritas yaitu: 

a. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan; dan 

b. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran. 

6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, 

adaptif, dan melayani berbasis digital, dengan sasaran prioritas yaitu: 

a. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi; 

b. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat; 

c. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah; 

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan 

e. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah. 

7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan 

infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan, 

dengan sasaran prioritas yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur. 
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8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung 

akselerasi pertumbuhan ekonomi.i, dengan sasaran prioritas yaitu 

Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi  bencana dan perubahan 

iklim. 

Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 

tahun 2025 adalah sebanyak 8 (delapan) prioritas pembangunan dengan 17 

(tujuh belas) sasaran, dan beberapa program prioritas sebagaimana di jabarkan 

pada tabel V.2. berikut. 
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Tabel. V. 2  
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 

Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan 

No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Peningkatan akses 
dan layanan  
pendidikan dan 
kesehatan yang  
berbasis akhlak 
dan kompetensi  

Meningkatnya 
Kualitas  Kesehatan 

secara merata 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

    262.054.272.497,00     332.567.920.126,00   

 

% Rumah Sakit yang 
Terakreditasi 

90% 

 

Persentase Capaian 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat yang 
memenuhi Target 
(%) 

60   
DINAS 

KESEHATAN 

  

Persentase 
penduduk/warga pada 
kondisi kejadian luar 
biasa provinsi yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
(SPM) 

100%   

Persentase Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Terakreditasi 
Paripurna (%) 

50   
DINAS 

KESEHATAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

"Persentase 
penduduk/warga 
terdampak krisis 
kesehatan akibat 
bencana dan/atau 
berpotensi bencana 
provinsi yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
(SPM)" 

100%   

Persentase 
Pelayanan Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular pada 
Kelompok Sasaran 
(%) 

92   
DINAS 

KESEHATAN 

  

% Ibu Hamil Kurang 
Energi Kronik (KEK) 
yang Mendapatkan 
Tambahan Asupan Gizi 

96%         
DINAS 

KESEHATAN 

  

% Anak Berusia 
Dibawah Lima Tahun 
(Balita) Gizi Kurang 
yang Mendapat 
Tambahan Asupan Gizi 

90,50%         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Cakupan Kunjungan 
Lengkap Ibu Hamil 
(K6) 

76%         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Cakupan Kunjungan 
Neonatal Lengkap  
(KN Lengkap) 

98%         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Angka Kematian 
Akibat Penyakit 
Menular  

9,5/100.000 
Penduduk 

        
DINAS 

KESEHATAN 

  

% Penduduk sesuai 
Kelompok Usia yang 
dilakukan Skirining 
Penyakit Tidak 
Menular 

90%         
DINAS 

KESEHATAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Persentase  
Pemenuhan 
Kebutuhan Darah 
Pada Fasilitas 
Kesehatan 

81         
DINAS 

KESEHATAN 

  

Persentase 
Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKP 
Rujukan , UKM dan 
UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

85         
DINAS 

KESEHATAN 

  

Persentase 
Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan , Sarana, 
Prasarana dan Alat 
Alat Kesehatan untuk 
UKP Rujukan , UKM 
dan UKM Rujukan 
Tingkat Daerah 
Provinsi  

85         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Cakupan Ketersediaan 
sarana dan prasarana 
RS  dalam kondisi baik 

100         
DINAS 

KESEHATAN 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KESEHATAN 

    1.770.000.000,00     425.468.000,00   

 

% Kabupaten/Kota 
yang Menerapkan 
Kebijakan GERMAS                                          

55 

 

Cakupan Masyarakat 
yang Melaksanakan 
Germas (Gerakan 
Masyarakat Hidup 

81 

 

DINAS 
KESEHATAN 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 
Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 10 

No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bersih dan Sehat) 
(%) 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

    4.675.526.906,00     1.181.740.386,00   

 

% Pemenuhan SDMK 
Berkualitas di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

86 

 

Persentase Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan dengan 
SDM Kesehatan 
sesuai standar 
minimal (%) 

86 

 

DINAS 
KESEHATAN 

  

Persentase 
Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknisi 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

90         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Persentase SDM 
Kesehatan yang 
bersertifikasi 

75         
DINAS 

KESEHATAN 

  
Persentase  SDM Yang 
Mengikuti Pelatihan 

100         
DINAS 

KESEHATAN 

  

Prosentase  tenaga 
kesehatan RSUD yang 
telah ditingkatkan 
kapasitasnya 

12         
DINAS 

KESEHATAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meningkatnya 
Kualitas  Pendidikan 
Untuk Semua secara 
Merata dan Inklusif   

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

    1.002.387.129.428,00     989.189.873.278,00   

 

Persentase siswa 
SMA/SMK yang bebas 
buta aksara Al-Quran 

91 

 

Persentase Satuan 
Pendidikan 
SMA/SMK, dan 
Pendidikan Khusus 
yang Terakreditasi 
Minimal B (%) 

78,28 

 

DINAS 
PENDIDIKAN 

  

Persentase SMA/SMK 
yang bebas Narkoba 
(indikator RPJMD 
pokok) 

96,86   

Persentase satuan 
pendidikan 
SMA/SMK yang 
menyediakan 
layanan inklusif (%) 

96,86   
DINAS 

PENDIDIKAN 

  

Persentase jumlah 
warga negara usia 16 -
18 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan menengah 
(SPM) 

100         
DINAS 

PENDIDIKAN 

  

Rata-rata Kemampuan 
Literasi dan Numerasi  
siswa berdasarkan 
Asesmen Nasional 

100         
 DINAS 

PENDIDIKAN 

  

Persentase jumlah 
warga negara usia 4 - 
18 tahun yang 
termasuk dalam 
penduduk disabilitas 
yang berpartisipasi 
dalam pendidikan 
Khusus (SPM) 

100         
DINAS 

PENDIDIKAN  
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

    1.250.000.000,00     1.120.934.000,00   

 

Jumlah pengunjung 
perpustakaan 
konvensional dan 
elektronik 

400 

 

Persentase 
Perpustakaan 
Terstandarisasi 
Nasional (%) 

100 

 

DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

                      

2 

Peningkatan 
layanan 
keagamaan,  
pemajuan 
kebudayaan, 
kearifan  
lokal, sosial 
kemasyarakatan,  
demokrasi 
substansial dan  
penguatan peran 
generasi muda  
yang inklusif 
dengan  
memperhatikan 
pelibatan  
kelompok marjinal  

Meningkatnya 
Kualitas Demokrasi 

PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

    1.496.900.088,00     7.134.806.190,00   

 

Persentase Peserta 
Yang Hadir Pada 
Pendidikan Idiologi 
Pancasila dan 
Karakter bangsa 

80 

 

Persentase 
Kabupaten Kota 
yang melaksanakan 
pendidikan Ideologi 
pancasila dan 
Karakter Bangsa  
(%) 

33 

 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITI DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

    26.808.563.627,00     24.117.014.890,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase 
terlaksananya 
Pendidikan Politik 
kepada masyarakat 

85 

 

Persentase pengurus 
wilayah partai 
politik yang 
memperoleh 
pendidikan politik 
(%) 

50 

 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASAPADAAN 
NASIONAL  DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

    31.303.993.782,00     33.953.819.350,00   

 

Persentase 
terlaksananya 
Koordinasi dan sinergi 
Dengan Tim Bentukan 
Pemerintah di bidang 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 
Peningkatan Kualitas 
Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik 
Sosial dan Forkopimda 

100 

 

Persentase konflik 
yang tertangani (%) 

100 

 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

    1.621.000.000,00     1.831.472.900,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
akibat dari penegakan 
hukum perda dan 
perkada di Provinsi 

100 

 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
akibat dari 
penegakan hukum 
perda dan perkada 
di Provinsi (%) 

100 

 

SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA 

Meningkatnya 
kualitas kehidupan 

beragama dan 
pemajuan 

kebudayaan 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN 
EKONOMI, 
SOSIAL, DAN 
BUDAYA 

    1.282.078.236,00     517.126.000,00   

 

persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan sinergi 
dengan instansi terkait 
dan organisasi 
bentukan pemerintah 
di bidang ketahanan 
ekonomi sosial dan 
budaya 

100 

 

Persentase ATHG 
bidang ekonomi, 
sosial, dan budaya 
yang ditangani (%) 

100 

 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

PROGRAM 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

    121.654.587.240,00     61.427.945.280,00   

  

% Rumusan Kebijakan 
Bidang Kesejahteraan 
Rakyat yang 
dimamfaatkan 

99,3 

 

Persentase fasilitasi 
kesejahteraan rakyat 
yang 
terimplementasi (%) 

100 

 

BIRO 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Penduduk 
usia 15 tahun ke atas 
beragama Islam yang 
melek aksara Al-Quran 
(Prioritas) 

46,35         
BIRO 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

    1.285.473.300,00     1.800.000.000,00   

  

Persentase Karya 
Budaya yang 
direvitalisasi dan 
Inventarisasi 

1,92   

Persentase Karya 
Budaya yang 
direvitalisasi dan 
Inventarisasi (%) 

1.92   

DINAS 
KEBUDAYAAN 

DAN 
KEPARIWISATAAN 

PROGRAM 
PELESTARIAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

    1.366.472.400,00     750.000.000,00   

 

Prosentase Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 

0,4 

 

Persentase Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan (%) 

0.39   

DINAS 
KEBUDAYAAN 

DAN 
KEPARIWISATAAN 

Meningkatnya 
kualitas generasi 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
HAK ANAK (PHA) 

    285.000.000,00     104.272.000,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

muda dan 
kesetaraan gender 

 

Persentase 
Kabupaten/Kota 
Layak Anak 

91,66 

 

Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
Peringkat 
Kabupaten/Kota 
Layak Anak (KLA) 
(%) 

100 

 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 

ANAK, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

    339.020.000,00     69.016.000,00   

 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
menyediakan layanan 
anak korban 
kekerasan yang 
terstandarisasi 

58,33 

 

Persentase Anak 
Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus yang 
Mendapatkan 
Layanan 
Komprehensif 
(Persentase) 

90 

 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 

ANAK, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 
SAING 
KEPEMUDAAN 

    1.965.000.000,00     300.000.000,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Tingkat partisipasi 
pemuda dalam 
kegiatan ekonomi 
mandiri 

0,01 

 

Persentase pemuda 
yang dibina dalam 
berorganisasi, 
berwirausaha, 
kepeloporan dan 
kepemimpinan (%) 

7,34 

 

DINAS 
KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

  

Tingkat partisipasi 
pemuda dalam 
organisasi 
kepemudaan dan 
organisasi sosial  

0,05         
DINAS 

KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN 

    42.293.067.300,00     28.705.234.650,00   

 

Peningkatan Prestasi 
olah raga 

0,11 

 

Peningkatan prestasi 
olahraga (Medali) 

50 

 

DINAS 
KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

  

Persentasi 
ketersediaan sarana 
dan prasarana 
olahraga  

75   

Persentase 
ketersediaan sarpras 
olahraga yang 
memenuhi standar 

75   
DINAS 

KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA 

        
Persentase tenaga 
keolahragaan yang 
berlisensi 

50   
DINAS 

KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA 

PROGRAM 
PENGARUSUTAM
AAN GENDER 
DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

    585.000.000,00     5.400.000   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase 
Pemenuhan Indikator 
prasyarat PUG di Tk. 
Provinsi 

70 

 

Persentase ARG di 
Tingkat Provinsi (%) 

38 - 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 

ANAK, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 

  
Persentase ARG di 
Tingkat Provinsi 

38,5   

Persentase lembaga 
penyedia layanan 
pemberdayaan 
perempuan yang 
terstandarisasi (%) 

12.04   

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 

ANAK, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 

  

Persentase lembaga 
penyedia layanan 
pemberdayaan 
perempuan yang 
terstandarisasi 

38         

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 

ANAK, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

Hilirisasi pertanian 
untuk  

mencapai 
swasembada 

pangan  
dan lumbung 
pangan, serta  

sumber daya alam 
lainnya yang  

berbasis ekonomi 
hijau dan  

ekonomi biru 

Meningkatnya 
produktivitas 
ekonomi dan 

Swasembada pangan 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

    4.500.000.000,00     13.099.277.081,00   

 

Persentase 
pertumbuhan jumlah 
industri  

8 

 

Persentase Realisasi 
Investasi Sektor 
Industri dan 
Kawasan Industri 
(Persentase) 

9 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 
PERKOPERASIAN  

    2.898.265.000,00     5.400.000,00   

 

Prosentase Pengurus 
Koperasi Aktif yang 
pernah mendapatkan 
pendidikan dan 
Pelatihan 
Perkoperasian 

20 

 

Persentase Koperasi 
yang Diberikan 
Dukungan Fasilitasi 
Pelatihan 
(Persentase) 

5 

 

DINAS KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
USAHA 
MENENGAH, 
USAHA KECIL 
DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) 

    2.223.107.218,00     1.298.029.072,00   

 

Cakupan UMKM yang 
diberdayakan 

10 

 

Persentase Usaha 
Kecil yang 
Bertransformasi dari 
Informal ke Formal 
(Persentase) 

5 

 

DINAS KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
UMKM  

    1.810.000.000,00     883.210.264,00   

 

Persentase UMKM 
yang terfasilitasi 
Pengembangan Usaha 

10 

 

Persentase UKM 
menjalin kemitraan 
(%) 

3 

 

DINAS KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

  
Cakupan promosi 
produk UMKM 

10           

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA 
DAN EKONOMI 
KREATIF 

    1.300.746.000,00     1.900.000.000,00   

 

Prosentase  Sumber 
Daya Manusia 
Pariwisata yang 
mendapatkan 
Pelatihan 

3 

 

Persentase SDM 
Sektor Pariwisata 
yang Mendapatkan 
Pelatihan (%) 

6.3 

 

DINAS 
KEBUDAYAAN 

DAN 
KEPARIWISATAAN 

  

Prosentase pelaku  
usaha ekonomi kreatif 
yang mendapatkan 
pelatihan 

15   

Persentase pelaku 
usaha ekonomi 
kreatif yang 
mendapatkan 
pelatihan (%) 

15   

DINAS 
KEBUDAYAAN 

DAN 
KEPARIWISATAAN 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DAYA TARIK 
DESTINASI 
PARIWISATA 

    2.366.578.569,00     -   

  
Persentase 
peningkatan destinasi 
wisata menjadi 

0,62   
Persentase 
peningkatan 
kunjungan wisata 

0.43   

DINAS 
KEBUDAYAAN 

DAN 
KEPARIWISATAAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

destinasi wisata 
unggulan  

wisman dan wisnus 
(%) 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI 
DAN KETAHANAN 
PANGAN 
MASYARAKAT 

    16.475.962.815,00     3.661.908.828,00   

 

Tingkat Ketersediaan  
Beras (%) 

356,57 

 

Tingkat ketersediaan 
energi berdasarkan 
AKG 2.400 Kkal per 
kapita per hari 
(Kkal/Kapita/Hari) 

4129 

 

DINAS 
KETAHANAN 

PANGAN 

  
Tingkat Ketersediaan 
Jagung (%) 

54,612   

Tingkat 
Ketersediaan 
Protein energi 
berdasarkan AKG 63 
gram per kapita per 
hari 
(Gram/Kapita/Hari) 

132   
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

  
Tingkat Ketersediaan 
Kedelai (%) 

17,74         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

  
Ketersediaan Energi 
(kkal/kapita/hari) 

3543,56         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

  
Ketersediaan Protein 
(gr/kapita/hari) 

127,362         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Angka Kecukupan 
Energi 
(kkal/orang/hari) 

2100         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

  
Angka Kecukupan 
Protein 
(gr/orang/hari) 

57         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

  
Persentase Cadangan 
Pangan  

0,015         
DINAS 

KETAHANAN 
PANGAN 

PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN 
PANGAN 

    4.840.647.700,00     6.108.340.224,00   

 

Persentase Daerah 
Rentan Rawan Pangan 

5,8 

 

Persentase wilayah 
tahan pangan sesuai 
kewenangan 
provinsi (%) 

95,18 

 

DINAS 
KETAHANAN 

PANGAN 

PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SARANA 
PERTANIAN 

    321.889.799.328,00     120.217.007.910,00 

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

      9.448.400.000,00     310.705.100,00 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

 

Persentase 
Peningkatan Produksi 
Tanaman Pangan 

2 

 

Persentase 
Peningkatan Luas 
Areal Pertanian Yang 
Terfasilitasi Sarana 
Pertanian (%) 

4 

 

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Persentase 
Peningkatan Produksi 
Hortikultura 

2         

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

  
Persentase 
Peningkatan Produksi 
Perkebunan 

2         

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

  

Nilai Hilirisasi Produk 
Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

Rp.563014841
33 

        

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

  
Persentase 
Peningkatan Populasi 
Ternak Sapi 

1,18 

 

Persentase 
Peningkatan 
Populasi Ternak (%) 

4,3 

 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

  

Persentase 
Peningkatan Populasi 
Ternak Ayam 
Pedaging 

2,16         

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

  

Persentase 
Peningkatan Populasi 
Ternak Ayam Ras 
Petelur 

2,81         

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

  
Persentase 
Peningkatan Populasi 
Ternak Perah 

2,3         

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
PRASARANA 
PERTANIAN 

    19.906.984.600,00     15.629.647.000,00 

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

      7.070.979.000,00     14.190.712.790,00 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

  

Rasio Luas areal 
pertanian yang 
terdampak 
pembangunan 
prasarana terhadap 
luasan lahan pertanian 

0,008 

  

Persentase luas areal 
pertanian yang 
terdampak 
pembangunan 
prasarana pertanian 
(%) 

2 

  

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

  
Nilai  Produksi Hasil 
Ternak (Juta) 

10664347,13 

  

Persentase 
Kelompok Ternak 
yang difasilitasi dan 
Mengalami 
Peningkatan 
Produktivitas (%) 

100 

  

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
DAN 
PENANGGULANG
AN BENCANA 
PERTANIAN 

    601.398.992,00     256.040.600,00 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

  

Persentase luas 
serangan OPT yang 
tertangani terhadap 
luas serangan OPT (%) 

84 

  

Persentase luas 
serangan OPT yang 
tertangani (%) 

60 

  

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENYULUH 
PERTANIAN 

    907.999.019,00     814.380.600,00 

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

      2.533.383.000,00     9.183.600,00 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

 

Persentase petani 
yang menerapkan 
teknologi 

55 

 

Persentase petani 
yang menerapkan 
teknologi dan 
meningkat produksi 
usaha taninya (%) 

10 

  

DINAS TANAMAN 
PANGAN, 

HORTIKULTURA 
DAN 

PERKEBUNAN 

  

Persentase 
kelembagaan petani 
yang meningkat 
kapasitasnya 

20   

Persentase 
Kelompok Tani 
Ternak Yang 
Mendapatkan 
Diseminasi 
Penyuluhan dan 
Pemberdayaan (%) 

16,67 

  

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
KESEHATAN 
HEWAN DAN 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER  

    5.587.104.000,00     347.004.700,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Kelompok 
Tani/Ternak Yang 
Mendapatkan 
Diseminasi 
Penyuluhan dan 
Pemberdayaan 

100 

 

Tingkat  
pengendalian  
Penyakit Hewan 
Menular Strategis 
(PHMS) (%) 

70 

 

DINAS 
PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
TANGKAP 

    31.854.000.000,00     22.450.433.975,00   

 

Nilai Produksi 
Perikanan Tangkap 

11960232411 
 

Produksi Perikanan 
Tangkap (Ton) 

521583.6
0 

  
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Jumlah produksi 
perikanan tangkap 

451818,7 Ton         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Cakupan Bina 
Kelompok Nelayan 

0,3         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Persentase Produksi 
perikanan kelompok 
nelayan  

0,3123         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  

Persentase  Pelabuhan 
Perikanan yg memiliki 
sarana prasarana yang 
sesuai standar 
operasional 

0,8947         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

PROGRAM 
PENGAWASAN 
SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

    2.521.000.000,00     1.163.714.850,00   

 

Cakupan pengawasan 
sumberdaya kelautan 
dan perikanan 

100 

 

Cakupan 
Pengawasan 
Sumberdaya 

100 

 

DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kelautan dan 
Perikanan (%) 

PROGRAM 
PENGOLAHAN 
DAN PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 

    2.315.000.000,00     451.692.200,00   

 

Nilai produksi ikan 
konsumsi yang 
dipasarkan 

Rp.411540000 

 

Nilai Ekonomi Hasil 
Perikanan 
(Perikanan Tangkap, 
Perikanan Budidaya, 
Pengolahan) Trilyun 
Rp (Rp) 

32,03 

 

DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  Produksi olahan ikan  6273,44 Ton   

Persentase Hasil 
Kelautan dan 
Perikanan yang 
memenuhi standar 
mutu keamanan 
pangan (%) 

80   
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Persentase pengujian 
mutu produk 
perikanan 

100   
Produksi Olahan 
Hasil Perikanan 
(Ton) 

6638.70   
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 

    10.007.000.000,00     9.841.571.459,00   

 

Nilai  produksi 
perikanan budidaya 

Rp.221871600
00  

Produksi Perikanan 
Budidaya (Ton) 

4928496 
 

DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Jumlah Produksi 
perikanan budidaya 

4417925,7 Ton         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Persentase 
ketersediaan benur 
berkualitas 

90%         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

                      

4 

Peningkatan 
ekonomi dan fiskal  

daerah yang 
modern dan 

berdaya  
saing  

Meningkatnya 
Integrasi ekonomi 
regional dan global 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

    750.000.000,00     275.000.000,00   

 

Nilai Ekspor 
Perdagangan 

U$ 
2262549068,3

75 
 

Persentase 
peningkatan nilai 
ekspor (%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
IZIN USAHA 
INDUSTRI 

    360.000.000,00     591.110.000,00   

 

Prosentase  
peningkatan 
pengendalian izin 
usaha industri 

3 

 

Persentase izin 
usaha yang 
diterbitkan (%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SISTEM 
INFORMASI 
INDUSTRI 
NASIONAL 

    150.000.000,00     50.945.000,00   

 

Prosentase  
peningkatan 
pengelolaan SIINAS 

4,5 

 

Tersedianya 
informasi industri 
secara lengkap, 
akurat dan terkini 
(%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
STANDARDISASI 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

    1.040.000.000,00     618.787.620,00   

 

Persentase Barang 
beredar yang diawasi, 
tertib niaga dan 
pengaduan konsumen 
serta pengujian dan 
sertifikasi mutu 
produk 

100 

 

Persentase Barang 
beredar yang 
diawasi, tertib niaga 
dan pengaduan 
konsumen serta 
pengujian dan 
sertifikasi mutu 
produk (%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

PROGRAM 
PERIZINAN DAN 
PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

    110.000.000,00     21.583.000,00   

 

Persentase 
Rekomendasi SIUP MB 
yang dikeluarkan                                 

100 

 

Persentase Izin 
Usaha Perdagangan 
yang Difasilitasi (%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

  
Prosentase Penerbitan 
SKA 

100         

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

Meningkatnya 
Stabilitas Fiskal dan 

Ekonomi Makro 
Daerah 

PROGRAM 
STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 
BARANG 
PENTING 

    1.020.000.000,00     1.229.890.000,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Harga 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting 

100 

 

Persentase Harga 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting (%) 

100 

 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
IKLIM 
PENANAMAN 
MODAL 

    540.000.100,00     18.000.000,00   

 

Prosentase 
Peningkatan 
Pengelolaan Potensi 
Investasi yang 
dimamfaatkan oleh 
Investor 

90 

 

Persentase 
peningkatan 
investasi daerah (%) 

90 

 

DINAS 
PENANAMAN 

MODAL DAN PTSP 

PROGRAM 
PEREKONOMIAN 
DAN 
PEMBANGUNAN 

    2.651.611.500,00     617.586.800,00   

 

Persentase 
ketersediaan 
data/informasi bidang 
ekonomi dan 
pembangunan yang 
dimanfaatkan bagi 
pimpinan 

100 

 

Persentase BUMD 
dan BLUD berkinerja 
baik (berdasarkan 
laporan) (%) 

100 

 

BIRO 
PEREKONOMIAN 

DAN 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

    3.109.596.639,00     22.751.675.900,00   

 

Persentasi 
Peningkatan PAD 

100 

 

Persentase 
Peningkatan Pajak 
Daerah (%) 

100 

 

BADAN 
PENDAPATAN 

DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

5 

Peningkatan 
kemandirian desa  

melalui 
pengembangan 

ekonomi  
masyarakat, 

perdesaan, dan  
wilayah sulit akses 

untuk  
pemerataan 

ekonomi, menekan  
angka 

pengangguran, dan  
pemberantasan 

kemiskinan 

Meningkatnya 
Pembangunan 

Perdesaan 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN  
LEMBAGA 
KEMASYARAKAT
AN, LEMBAGA 
ADAT DAN  
MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 

    5.426.960.182,00     7.749.408.757,00   

 

Persentase  
Kelembagaan 
Masyarakat Yang 
Difasilitasi dan 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 
(Kelompok Binaan 
LPM)  

1,64 

 

Persentase Bumdes 
berkategori maju 
(%) 

2,43 

 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

  
Prosentase  Posyandu 
Aktif; 

100   

Persentase Desa 
yang difasilitasi 
Kelembagaan 
kemasyarakatannya 
(%) 

3,53   

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

  Prosentase  PKK Aktif 100         

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

  
Persentase BUM Desa 
Yang Difasilitasi 

3,97         

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 
Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 32 

No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 
DESA 

    1.099.900.300,00     4.001.296.600,00   

 

Persentase 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 
Yang Di Fasilitasi 

22,94 

 

Persentase Desa 
yang Memiliki 
Adminstrasi 
Pemerintahan yang 
Baik (%) 

2,2 

 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

Menurunnya 
kemiskinan dan 
pengangguran 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL 

    4.880.000.000,00     2.858.815.200,00   

 

Persentase PPKS yang 
mendapatkan Layanan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial dari 
yang ditargetkan 

100 

 

Persentase 
masyarakat rentan 
yang memperoleh 
Layanan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial (%) 

100 

 

DINAS SOSIAL 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

    1.900.000.000,00     221.867.100,00   

 

Persentase Dokumen 
Izin Pengumpulan 
Sumbangan Lintas 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi Yang 
Diterbitkan 

100 

 

Persentase Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) yang 
memperoleh 
peningkatan 
kapasitas (%) 

5,37 

 

DINAS SOSIAL 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Persentase Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) yang 
aktif memberikan 
pelayanan ke Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) 

100         DINAS SOSIAL 

PROGRAM 
REHABILITASI  
SOSIAL 

    5.228.250.000,00     3.474.344.819,00   

 

Persentase Pelayanan 
dan pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi 
Tuna Sosial dalam 
panti 

100 

  

Persentase 
Peningkatan 
penyandang 
disabilitas, anak 
terlantar, lanjut usia 
terlantar, 
gelendangan dan 
pengemis serta tuna 
sosial yang dilayani 
di dalam panti 
kewenangan 
provinsi (%) 

64.49 

  

DINAS SOSIAL 

 

Persentase 
Penyandang 
Disabilitas Terlantar 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
dalam panti (SPM) 

100 

  

    

  

DINAS SOSIAL 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Anak 
Terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di dalam 
panti (SPM) 

100 

  

    

  

DINAS SOSIAL 

 

Persentase Lanjut Usia 
Terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di dalam 
panti (SPM) 

100 

  

    

  

DINAS SOSIAL 

 

Persentase 
Gelandangan dan 
Pengemis yang 
terpenuhi kebutuhan 
kebutuhan dasarnya di 
dalam panti (SPM) 

100 

  

    

  

DINAS SOSIAL 

PROGRAM 
PENANGANAN 
BENCANA 

    1.860.000.000,00     1.899.727.100,00   

 

Persentase Korban 
Bencana alam dan 
social yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
Wilayah Provinsi 
(SPM) 

100 

 

Persentase korban 
bencana alam dan 
sosial yg terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
di wilayah provinsi 
(%) 

100 

 

DINAS SOSIAL 

PROGRAM 
PELATIHAN 
KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

    1.563.643.560,00     113.696.550,00   

 

Prosentase pencari 
kerja terlatih yang 

87 

 

Persentase Tenaga 
Kerja yang Terlatih 

87 

 

DINAS TENAGA 
KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mendapatkan 
pekerjaan 

mendapatkan 
pekerjaan (%) 

  

Prosentase tenaga 
kerja yang dilatih 
berwirausaha dapat 
mandiri 

100         
DINAS TENAGA 

KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

    889.503.640,00     437.632.400,00   

 

Prosentase  Pencari 
kerja yang yang 
terdaftar dan 
ditempatkan 

0,416666667 

 

Persentase Pencari 
Kerja yang 
ditempatkan Dalam 
dan Luar Negeri (%) 

72 

 

DINAS TENAGA 
KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 

  
Persentase daya serap 
tenaga kerja 
(Prioritas) 

63.60         
DINAS TENAGA 

KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

6 

Transformasi 
digital dan tata  

kelola 
pemerintahan yang  

berintegritas, 
adaptif, dan  

melayani berbasis 
digital 

Meningkatnya 
jangkauan 

infrastruktur 
teknologi informasi 

dan komunikasi 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
APLIKASI 
INFORMATIKA 

    6.500.000.000,00     9.618.992.249,00   

 

Persentase Aplikasi 
Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan Yang 
Terintegrasi 

55 

 

Persentase wilayah 
blank spot yang 
tertangani melalui 
kemitraan dan 
kerjasama dengan 
pihak terkait (%) 

100 

 

DINAS 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA, 
STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

  

Persentase Unit Kerja 
Yang Terkoneksi 
Jaringan Internet Intra 
Pemerintah 

45         

DINAS 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA, 
STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pemerintah Sulawesi 
Selatan 

Meningkatnya 
ketrampilan digital 

masyarakat 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 
PUBLIK 

    12.000.000.000,00     8.285.894.140,00   

 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Layanan Informasi 
Publik 

45 

 

Persentase 
masyarakat yang 
meningkat level 
keterampilan 
digitalnya (%) 

58 

 

DINAS 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA, 
STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

              

DINAS 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA, 
STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

Meningkatnya 
akuntabilitas 

pemerintah daerah 

PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH  

    4.009.389.950,00     5.717.190.782,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

% Konsistensi 
Program RPJMD/RPD 
terhadap RKPD 

100 

 

Persentase 
Keselarasan RPJMD 
dengan RKPD 
(Persentase) 

100 

 

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  
% Konsistensi 
Program  RKPD 
terhadap  APBD 

100   

Rata-rata capaian 
kinerja program 
prioritas 
pembangunan 
daerah (%) 

92   

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Rata-Rata Capaian 
Kinerja Program 
Prioritas 
Pembangunan Daerah 

100         

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

PROGRAM 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

    5.108.173.503,00     605.659.250,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Kesesuaian 
Indikator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang PPM 
dengan indicator dan 
target pembangunan 
nasional bidang PPM 
Tahun N  

100 

 

Persentase 
Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD 
pada Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
(Persentase) 

100 

 

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Persentase Kesesuaian 
sasaran, indicator dan 
target pembangunan 
perangkat daerah 
dengan sasaran, 
indicator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang PPM 

100   

Persentase 
Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD 
pada Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Manusia 
(Persentase) 

100   

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Persentase Kesesuaian 
Indikator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang 
ekonomi dan SDA 
dengan indicator dan 
target pembangunan 
nasional bidang 
ekonomi dan SDA 
Tahun N  

100   

Persentase 
Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD 
pada Bidang 
Perekonomian dan 
SDA (Persentase) 

100   

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Kesesuaian sasaran, 
indicator dan target 
pembangunan 
perangkat daerah 
dengan sasaran, 
indicator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang 
ekonomi dan SDA 

100         

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Persentase Kesesuaian 
Indikator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang 
Infrastruktur dan 
kewilayahan dengan 
indicator dan target 
pembangunan 
nasional bidang 
Infrastruktur dan 
kewilayahan Tahun N  

100         

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Persentase Kesesuaian 
sasaran, indicator dan 
target pembangunan 
perangkat daerah 
dengan sasaran, 
indicator dan target 
pembangunan daerah 
lingkup bidang 
Infrastruktur dan 
kewilayahan 

100         

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN PENGAWASAN 

    16.627.145.600,00     17.857.992.200,00   

 

% Penyelesaian 
Tindak lanjut 
Perangkat Daerah 
terhadap Hasil 
Pemeriksaan APIP 

82 

 

Persentase Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK-RI 
dan APIP (%) 

62,57 

 

INSPEKTORAT 
DAERAH 

  

% Penyelesaian 
Tindak lanjut Hasil 
Pengawasan Umum 
dan Teknis 
Kabupaten/ Kota 

75         
INSPEKTORAT 

DAERAH 

  
% OPD yang hasil nilai 
SAKIP nya meningkat 

100         
INSPEKTORAT 

DAERAH 

PROGRAM 
PENATAAN 
ORGANISASI 

    1.300.000.000,00     37.000.000,00   

 

Cakupan Presentase 
Jumlah Urusan 
Pemerintahan yang 
Difasilitasi, 
Dimonitoring dan 
dievaluasi  

100   
Nilai Komponen 
Pelaporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

11   BIRO ORGANISASI 

             BIRO ORGANISASI 

               

PROGRAM 
FASILITASI DAN 
KOORDINASI 
HUKUM 

    22.040.860.697,00     3.315.575.300,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase Produk 
Hukum Daerah yang 
difasilitasi dan 
dievaluasi 

100 

 

Persentese bantuan 
hukum dan sengketa 
hukum yang 
tertangani (%) 

100 

 

BIRO HUKUM 

  
Persentase Perkara 
Hukum yang 
difasilitasi 

100         BIRO HUKUM 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 
DAERAH 

    8.220.000.000,00     1.306.771.905,00   

 

Perencanaan 
Kebutuhan BMD 
Ditetapkan Tepat 
Waktu 

100 

 

Persentase Realisasi 
penerimaan atas 
pemanfaatan BMD 
(%) 

80 

 

BADAN 
KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH 

  
Capaian Penetapan 
Status Penggunaan 
BMD Sesuai Ketentuan 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

  
Cakupan Barang Milik 
Daerah Yang 
Dimanfaatkan 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

  

Persentase Tanah 
Pemerintah Provinsi 
Yang Telah 
Bersertifikat 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN 
DAERAH 

    2.340.156.141.280,00     
2.426.355.623.813,2

2 

BADAN 
KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      969.376.000,00     331.103.400,00 
BADAN 

PENDAPATAN 
DAERAH 

 

Tingkat Kepatuhan 
Perangkat Daerah 
Dalam Penyampaian 
RKA Tepat Waktu 

100 

 

Opini BPK Atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Opini) 

100 

 

BADAN 
KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH 

  

Evaluasi Ranperda 
Tentang APBD & 
Ranperkada Tentang 
Penjabaran APBD 
Kab/Kota Tepat 
Waktu 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

  

Evaluasi Ranperda 
Tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan ABPD & 
Ranperkada 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Kab/Kota Untuk 
Dievaluasi Tepat 
Waktu 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

  

Penerbitan Surat 
Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) Tepat 
Waktu 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Tingkat kepatuhan 
Perangkat Daerah 
Dalam Menyampaikan 
Laporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100         
BADAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

  

persentasi 
keterpenuhan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan kinerja 
tepat waktu dibidang 
pendapatan PAD 

100 

 

Persentase Target 
Pendapatan 
Perangkat Daerah 
Yang Terealisasi (%) 

100 

 

BADAN 
PENDAPATAN 

DAERAH 

PROGRAM 
KEBIJAKAN DAN 
PELAYANAN 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
JASA 

    3.351.494.120,00     819.752.600,00   

 

Presentase Kesesuaian 
rencana dengan 
pengadaan barang/ 
jasa  

100 

 

Level Maturitas 
UKPBJ (Level) 

3 

 

BIRO PENGADAAN 
BARANG DAN JASA 

  
Presentase  Kepuasan 
pelayanan pengadaan 
barang / jasa 

100         
BIRO PENGADAAN 
BARANG DAN JASA 

PROGRAM 
PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI 
DAERAH 

    1.700.000.000,00     20.211.400,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase kesesuaian 
program prioritas  
dengan struktur 
organisasi perangkat 
daerah 

100 

 

Persentase Kualitas 
Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah  
(%) 

100 

 

BIRO 
PEMERINTAHAN 
DAN OTONOMI 

DAERAH 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

    1.621.000.000,00     1.831.472.900,00   

 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
akibat dari penegakan 
hukum perda dan 
perkada di Provinsi 

100 

 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
akibat dari 
penegakan hukum 
perda dan perkada 
di Provinsi (%) 

100 

 

SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 

publik 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

    1.850.000.000,00     2.924.706.950,00   

  

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan pegawai 
ASN; 

65:03:00 

  

Persentase capaian 
kinerja ASN 
berpredikat baik dan 
sangat baik (%) 

90 

  

BADAN 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

  

Persentase ASN yang 
menduduki jabatan 
struktural dan 
fungsional berbasis 
talenta; 

86         
BADAN 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

  
Persentase ASN 
berkinerja baik dan 
sangat baik 

94         
BADAN 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

    13.659.490.199,00     180.000.000,00   

  

Persentase Pejabat 
Struktural, Fungsional 
dan Pelaksana yang  
Lulus mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi 
Manajerial, 
Sosiokultural, Teknis 
dan Pemerintahan 

75 

  

Indeks Penjaminan 
Mutu Pelaksanaan 
Pelatihan (Evaluasi 
Penyelenggaraan 
dan Pasca Pelatihan) 
(%) 

75 

  

BADAN 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

  

Persentase PNS 
Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan yang 
Lulus Uji  Kompetensi 
Manajerial, 
Sosiokultural, Teknis 
dan Pemerintahan 

75         

BADAN 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

  
Persentase Smart ASN 
Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan 

100         

BADAN 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

  
Jumlah Akreditasi 
Program Pelatihan  

7 Sertifikat         

BADAN 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

PROGRAM 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

    60.000.000,00     361.110.200,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Persentase Penduduk 
ber-KTP per Satuan 
Penduduk 

99.50% 

  

Persentase 
Penduduk yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk Skala 
Provinsi (%) 

61 

  

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Cakupan Penerbitan 
Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) 

99.50%         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Cakupan Perekaman 
Kartu Tanda 
Penduduk  

100         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Cakupan Penerbitan 
Kartu Identitas Anak 
(KIA) 

52         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

PROGRAM 
PENCATATAN 
SIPIL 

    90.006.563,00     18.070.600,00   

  

Persentase Penerbitan 
Akta Kematian yang 
dilaporkan 

100 

  

Persentase 
Penduduk yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 
Skala Provinsi (%) 

71 

  

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Persentase Bayi ber-
Akta Kalahiran 

97.80%         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Persentase Pasangan 
ber-Akta Nikah yang 
dilaporkan 

39.95%         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  

Persentase Penduduk 
Umur 0-17 Tahun 
dengan kepemilikan 
Akta Kelahiran 

96.80%         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Persentase Penerbitan 
Akta Cerai yang 
dilaporkan 

100         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

  
Cakupan Penerbitan 
Akta Kelahiran 

96.80%         

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
CATATAN SIPIL 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

    137.000.000,00     19.715.200,00   

  

Cakupan Ketersediaan 
dan Pemanfaatan 
Database 
Kependudukan Skala 
Provinsi 

100 

  

Persentase 
pengelolaan dan 
Kerjasama 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan Skala 
Provinsi (%) 

100 

  

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN CATATAN 
SIPIL 

Meningkatnya 
inovasi 

pembangunan 
daerah 

PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

    2.923.529.100,00     3.273.294.100,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Persentase hasil 
litbang yang 
dimanfaatkan oleh 
Perangkat Daerah.     

40 

  

Persentase hasil 
litbang yang 
dimanfaatkan oleh 
Perangkat Daerah 
(%) 

32 

  

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

  

Persentase Perangkat 
Daerah yang 
menghasilkan Inovasi 
dan Teknologi 

15   

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang menghasilkan 
Inovasi dan 
Teknologi (%) 

38   

BADAN 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 

                      

7 

Peningkatan 
layanan 

transportasi  
(darat, laut, udara) 

dan  
infrastruktur, 

investasi padat  
karya dan 

berwawasan  
lingkungan  

Meningkatnya 
kualitas 

infrastruktur 

PROGRAM 
PENATAAN 
BANGUNAN 
GEDUNG 

    6.232.798.027,00     13.672.088.557,00   

 

Persentase Bangunan 
Pamerintah Yang 
difasilitasi 

95 

 

Persentase penataan 
bangunan gedung 
kewenangan 
Provinsi (%) 

100 

 

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

PROGRAM 
PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

    4.792.243.000,00     39.596.868.021,00   

 

Persentase fasilitasi 
penataan bangunan 
dan lingkungan pada 

82,4 

 

Persentase penataan 
bangunan dan 
lingkungan pada 

71 

 

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

kawasan strategis 
provinsi 

kawasan strategis 
provinsi (%) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
MINUM  

    129.000.000.000,00     80.540.880.800,00   

 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh 
kebutuhan air minum 
curah lintas 
kabupaten/kota (SPM) 

1 

 

Persentase Akses 
Rumah Tangga 
Perkotaan terhadap 
air siap minum 
perpipaan (%) 

45 

 

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

  
Cakupan Pembinaan 
Layanan Air Minum 
kewenangan provinsi  

1         

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN JALAN 

    142.937.782.666,00     609.924.057.892,00   

 

Persentase jalan 
provinsi dalam kondisi 
mantap 

77 

 

Persentase 
penanganan jalan 
kewenangan 
Provinsi (%) 

81,26 

 

DINAS BINA 
MARGA DAN BINA 

KONSTRUKSI 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KETENAGALISTRI
KAN 

    804.903.228,00     2.232.951.800,00   

 

Persentase Rumah 
Tangga berListrik 

100 

 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan Tenaga 
Listrik  Yang 
Memenuhi Aspek 
Keselamatan 
Ketenagalistrikan 
(K2) (%) 

99.89 

 

DINAS ENERGI 
DAN SUMBER 

DAYA MINERAL 

PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

    18.350.000.000,00     22.540.313.700,00   

 

Persentase pengguna 
moda transportasi 
umum di perkotaan  

35,27 

 

Rasio Konektivitas 
Darat (Rasio) 

0,25 

 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

  
Prosentase  Layanan 
Angkutan Darat;  

97   

Persentase Fasilitas 
Keselamatan Jalan 
pada ruas jalan 
provinsi (%) 

97   
DINAS 

PERHUBUNGAN 

  
Jumlah penumpang 
melalui terminal Tipe 
B Pertahun 

6.885.482.864         
DINAS 

PERHUBUNGAN 

  
Cakupan prasarana  
Keselamatan  Jalan 
dalam kondisi baik 

65,454         
DINAS 

PERHUBUNGAN 

  
Rasio Panjang jalan 
per jumlah kendaraan 

0,328         
DINAS 

PERHUBUNGAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PELAYARAN 

    17.475.000.000,00     3.135.927.334,00   

 

Jumlah arus 
penumpang melalui 
pelabuhan  

1950252,984 

 

Persentase layanan 
kunjungan kapal (%) 

100 

 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

  
Jumlah pelabuhan 
Pengumpan  yang 
beroperasi 

11         
DINAS 

PERHUBUNGAN 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

    2.000.000.000,00     1.508.542.950,00   

 

Persentase warga 
negara yang terkena 
relokasi akibat 
program pemerintah 
daerah provinsi yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni(SPM) 

100 

 

Persentase 
Peningkatan rumah 
korban bencana 
skala provinsi yang 
tertangani (%) 

16 

 

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

  

Persentase warga 
negara korban 
bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni(SPM) 

100         

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 

    2.814.500.000,00     9.318.134.646,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Persentase rumah 
tangga yang berakses 
air minum layak dan 
aman di kawasan  
permukiman 

33,33% 

 

Persentase Satuan 
Perumahan yang 
sudah dilengkapi 
PSU (%) 

48,57 

 

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

  
Persentase  kawasan 
permukiman yang 
terbangun drainase 

31,43%         

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

  

Persentase  kawasan 
permukiman yang 
terbangun jalan 
lingkungan 

38,33%         

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

PROGRAM 
PENGADAAN 
TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 

    75.105.100,00     54.300.636.958,50   

 

Persentase 
pengadaantanah 
untuk kepentingan 
umum yang selesai 
tepat waktu 

100 

 

Persentase 
pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
umum yang selesai 
tepat waktu (%) 

100 

 

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DAN 
PERTANAHAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
AIR (SDA) 

    30.765.644.000,00     161.516.273.123,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Luas daerah jaringan 
irigasi yang 
direhabilitasi 

6445 HA 

  

Persentase Jaringan 
Irigasi Teknis yang 
tertangani 
Kewenangan 
Provinsi (%) 

54 

  

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

  

Cakupan pembinaan 
pengelolaan SDA 

1 

 

    

 

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR 
LIMBAH 

    60.000.000,00     59.587.200,00   

  

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh Layanan 
Air Limbah Domistik 
Regional Lintas 
kab/Kota  (SPM) 

96% 

  

Persentase rumah 
tangga yang 
menempati hunian 
dengan akses air 
sanitasi layak (%) 

96 

  

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

  

Cakupan Pembinaan 
Layanan Air Limbah 
Domestik kewenangan 
provinsi  

100% 

 

Cakupan Pembinaan 
Layanan Air Limbah 
Domestik 
Kewenangan 
Provinsi 

100 

 

DINAS SUMBER 
DAYA AIR, CIPTA 

KARYA DAN TATA 
RUANG 

                      

8 

Peningkatan 
mitigasi dan  

ketahanan bencana 
untuk  

Meningkatnya 
ketangguhan 
adaptasi dan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KELAUTAN, 
PESISIR DAN 

    9.507.815.326,00     15.832.830.800,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mendukung 
akselerasi  

pertumbuhan 
ekonomi.i 

mitigasi  bencana 
dan perubahan iklim 

PULAU-PULAU 
KECIL 

  

Perluasan kawasan 
konservasi perairan 
yang dikelola secara 
berkelanjutan  

822559,69 HA 

 

Persentase Luas 
Kawasan Pesisir dan 
Konservasi Yang 
Dikelola secara 
berkelanjutan  (%) 

59,44 

 

DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  
Jumlah produksi 
garam rakyat  

6000 Ton         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

  

Cakupan Jumlah 
Sarana dan Prasarana 
mendukung produksi 
perikanan 

0,7844         
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
ENERGI BARU 
TERBARUKAN 

    0     948.047.500,00   

  

Persentase penurunan 
emisi gas rumah kaca 
dari sektor Energi 
(Ton CO2 eq) 

0   

Jumlah energi yang 
dihasilkan dari 
infrastruktur EBT 
(kWh) 

5,76 

 

DINAS ENERGI 
DAN SUMBER 

DAYA MINERAL 

PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

    2.500.000.000,00     25.058.668.100,00   

  

Persentase Luas 
Kawasan Kumuh 
Tertangani 
Kewenangan Provinsi 

0,1139 

 

Persentase Luas 
Kawasan Kumuh 
Kewenangan 
Provinsi Tertangani 
(%) 

2,6 

 

DINAS 
PERUMAHAN, 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DAN 
PERTANAHAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
HUTAN 

    8.759.881.316,00     4.836.324.205,00   

  

Persentase 
peningkatan produksi 
hasil hutan kayu dan 
bukan kayu 

28,23 

 

Persentase 
efektifitas 
pengelolaan hutan 
secara lestari dan 
berkelanjutan (%) 

80,03 

 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

  

Persentase akses 
pengelolaan kawasan 
hutan lindung dan 
hutan produksi 

11,97         

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

  
Persentase penurunan 
kerusakan kawasan 
hutan 

0,028         

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

  

Persentase 
peningkatan tutupan 
lahan hasil rehabilitasi 
diluar kawasan hutan 
negara 

3,630680846         

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 
Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 56 

No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, 
PENYULUHAN 
DAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI 
BIDANG 
KEHUTANAN 

    2.657.920.000,00     10.770.204.400,00   

  

Persentase 
peningkatan 
kemampuan (kelola 
kelembagaan, kelola 
usaha, kelola 
kawasan) KTH 

2,6 

 

Persentase 
peningkatan produk 
hasil hutan oleh 
kelompok bidang 
kehutanan (%) 

58,33 

 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

    150.000.000,00     50.442.900,00   

  

Persentase Sampah 
Perkotaan yang 
tertangani 

57 

 

Persentase 
timbunan sampah 
yang didaur ulang di 
fasilitas pengelolaan 
sampah (%) 

57   

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

  

    

  

Persentase timbulan 
sampah yang 
terkelola 

    

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

    1.500.000.000,00     125.811.550,00   
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No. 
Prioritas 

Pembangunan 
Daerah 

Sasaran Prioritas 
Pembangunan 

Program 
Pembangunan 

Daerah 
(Prioritas) 

Pokok Tahun 2025 Perubahan Tahun 2025 
Perangkat 

Daerah Indikator Program 
Target 

Indikator Program 
Target 

Kinerja Anggaran Kinerja  Anggaran  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

  

Potensi emisi GRK dari 
sektor limbah 

16435,36 

  

Persentase 
pemenuhan baku 
mutu lingkungan 
pada media air, 
udara, dan air laut 

70,12 

  

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP DAN 
KEHUTANAN 
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